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(R

dan meneamankan funest hutan merupakan ha! vang sangat penting sebab hal itu
o RS } {54

‘““‘f};ﬁl@g@” hajat hidup manusia antar generasi.

X Salah satu bentuk ancaman, hambatan dan gangguan dan pelestanan hutan
adalah penebangan kayu hutan secara liar yang dilakukan terus menerus vang
mengakibatkan huotan' tersebut menjadi gundu! tanpa adanva reboisasi atau
penghijauan kembali  terhadap kawasan hutan itu sendiri vang discbabkan oleh
pengusaha pemegang Hak Penguasa Hutan ( HPH ) vang tidak memenuhi peraturan
vang telah ditetapkan oleh Mentert Kehutanan,

MNar
Ll

-

kenyataan- kenyataan yang ada maka jelaslah bahwa penebangan hutan

secara lar atau yang akan dilakukan secara terus menerus mengakibatkan hutan
tersebut menjadi gundul dan dapat menvebabkan banjirnya di kawasan tersebut bila
nujan turun dan dapat merusak ingkungan sekitarnya baik dikawsan hutan tersebut
maupun :nasyarakat vang mukaim disekitar hutan. Selain ini juga dapat menyebabkan
kerugian - kerugian  baik  terhadap pemerintah atau  negara maupun pada
masyarakat,

Masyara]gat merupakan pihak yang secara langsung dan tidak langsung
memperoleh manfaat dari hutan yang berarti mempunyai bak dan kewajiban untuk

melindungt hutan dari kerusakan vang disebabkan oleh perusahan HPH.

Salim H.S. Menegaskan bahwa:

Perlu  peran serta masyarakat  dalam perlindungan  hutan adalah ‘didasari
- i (P = . . ” e - .
pemikiran bahwa adanya peranan seluruh masyarakat tersebut dapat memberikan
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kat mengenai secara langsung atau tidak langsung ataupun masyarakat

i AN B
Cara masvara

Mcrupakan hak dan kewajiban untuk melindungt hutan dari kerusakan lingkungan.

B. Alasan Memilib Sudual
Dar uraian — uraian sebelumnva diatas maka adapun yang menjadi alasan
penulisan untuk mesnhih judul skripsi int adalah sebagai berikut:
. Untuk bagaimana vang dilakukan perusahan pemegang Hak Pengusaha Hutan
{ HPI1 j apabila adanya penebangan secara har

Penulisan merasa tertarik karena untuk melihat status hukum darn sebuah

via

b

perusahan pemegang hak  penguasaha hutan ( HPH) yang tidak mematuhi

peraturan yvang ditctapkan olch menteri Kehutanen.

C. Permasalahan
\

Dalam  perbuatan suatu karva ilmiah khususnya skripsi, maka nntuk
memperniudah penulis dalam pembahasan perlu dibuat suatu permasalahan yang
sesul dengan judu! vang diajukan.

Jadi yang menjadi masalah-masalah pokok di dalam skripsi ini adalah sebagai

berikut:"Bagaimana  Tanggung Jawab Pengusaha HPH terhadap Pengerusakan

Lingkungan Hidup”.
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D. Hypotesa

Dalam sistem berptkir vang teratur maka hypotesa sangat perlu  dalam

u

L)

melakukan penvelidiki suatu penulisan skripsi jrka ingin mendapat sua
vang hakiki Hyvpotesa inerupakan jawaban sementara vang di buat sebagai landasan
ataw pedoman dalam penubisan o pembahasan skripst. Artinva harus dibuktikan
kebenaran  berdasarkan pembahasan vang pada akhimya  dapat ditarik  suatu
Kesimpulan

Karena kedudukan Hypotesa itu hanvalah sebagai pendapat semetara saja,
maka dalam pembahasan tidaklah selalu tertkat dengan hypotesa, tetapi tergantung
dari pada objektifitas atau takta vang ada.

Dari uratan diatas  yang menjadi hvpotesa penulis adalah sebagai berikut;
“Bahwa status hukum  dari sebuah perusahan pemegang hak pengusaha hutan

{HPH) vang tidak memetubi perateran yang ditetapkan™

E.Tujuan Penulisan
Secara konkrit dapat di kemukakan dalam tujuan penulisan dari skripsi ini
adalah sebagai berikut:

I Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
fakultas hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan
Kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya.

2. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa dalam hal pengerusakan lingkungan
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Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemihhan Judul, Permasalahan,

Hipotesa, Tujuan Penulisan, metode Pengumpulan Data serta Sitematika
penulisan.
BAB I TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian  hutan, Cirl — ciri kawasa

Hutan dan  kawasan hutan,
hutan,  Pengertizn hukum  kehutanan, asas- asas hukum  kehutanan
Hubungan antara negara dan hutan

BAB I PENGERTIAN UMUM TENTANG KERUSAKAN HUTAN

Pengertian Pengerusakan Hutan, Dampak kerusakan hutan perencanaan

hutan, Pengurusan Hutan, Menentukan dan megatur hubungan hukum
antara Subjek Hukum dengan hutan dan perbuatan- perbuatan mengenai
hutan, Bentuk Perusakan Hutan, Penyerobotan Kawasan, Penebang liar,
Pencurian Hasil Hutan, Pembakaran Hutan.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN
Kedudukan  Pengusaha  HPH terhadap Pengerusakan lingkungan
Hidup ditinjau  dari  Aspek Hukum Perdata, Saksi Admilstratif,
Sakst Pidana, Saksi  Pidana  Denda, Tanggung jawab terhadap
pengerusakan  lingkungan Hidup  ditinjau  dari aspek  perdata,
Penyelesaian sengketa lingkungan.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir ini akan diberikan kesimpulan dan saran- saran
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¢. Ditetapkan Pemerintah (Menteri) sebagai kawasan hutan |
d. Didasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat

Dari unsur pokok vang terkandung di dalam definisi, kawasan hutan,
dijadikan dasar pemimbangan di tetapkannva wilayah-wilayah tertentu sebagai
Lawasan hutan, Kemudian untuk menjamin di perolehnya mantfaat yang sebesar-
besarnva dari hutan dan berdasarkan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat serta
berbagzai faktor pertimbangan hsik, hidrologi dan ekosistem maka luas tanah

3 _— . : 8 209/ ’
{wilavah) vang minimal harus di pertahankan sebagai kawasan hutan adalah 30% dari

Berdasarkan kriteria pertimbangan pentingnya kawasan hutan maka, sesual
dengan peruntukkannya Menteri menctapkan kawasan hutan menjadi -
- Wilayah vang berhutan yvang perlu di pertahankan sebagai hutan tetap ;

b. Wilayah tidak berhutan vang perlu dihutankan kembali dan dioertahankan

v

sebaga: hutan tetep -

Untuk Kepentingan kawasan hutan, diperlukan areal yang cukup luas dengan
penyebaran dan letak vyang tepat, agar secara merata huian dapat memberikan
fungsinya secara lestari. Terjadinya perubahan status kawasan sebagaimana di
scbutkan di sebabkan berbagai penetapan yang di lakukan Pemerintah antara lain :
untuk kepentingan pemukiman (transmigrasi), ekstensifikasi perkebunan, tukar-

menukar tanah kawasan, pembangunan kawasan industri dan sebagainya.

Pada wilayal: kawasan hutan yang tidak berhutan, di lakukan penghutanan

UNIVERSIHAS MERAN AREA: naan program reboisasi dan pada mla)Dan di luar kawasan
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B. Pengertian Hukum Kehutanan

Hukum !\c}u; anan nkm,u.r\.n salah satu bidang hukum vang sudah berumur

— e

128 tahun. vaitu sejak ilundd[l‘ kannva Reglemen hutan .86* Namun, perhatian

e ———— = i (g,

ifmuan hukui terh ;wp oidang ini sangat r\Ll ng. Terbukti kurangnya hteratur vang

mengkaj hulum kehutanan, sehingga dalam mengidentifikasi rumusan hukun

kehutanan penchs mengalami suaty ‘hambatan, Walaupun fiteratur hukum kehutanan
T TTTe——

masth Kurang. penuiis mencoba memaparkan pengertian hukum kehutanan dari
berbagai pendipat sang ada.

B o . WL T
Definis i senada dencan definisi yang dirumuskan Biro Hukum dan
(MV\
organisasi. Deraniemen Kehutanan., Yang dst)uL hur\um kehutanan adalan :

Nionpoe wn tizgipunan) peraturan baik yang tertuils yang berkenaan n dengan

kegicldn-svgicesn v » hersangkut paul dengan hutan dan. pengurusnyd.

(brro Hukum din Oruanisasi, Dx,pmm :

o AAc wAsNA
vianan dalam keduagdefinisi di atas dititikberatkan pada kekuasaan

L Gt
negara dan perselolaan,dan | pengurusan hutan ,dan kchutanan semata-mata, padahal

N i e

persoalan itu menusia secara perofangan, jika ia mengusahakan penanaman kayu di

atas tanah milixnya. oleh karena itu penulis cenderung memberikan definisi hukum

kehutanan sebazai berikut, Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan

.

i\
}TMJ _mengatur hubungan antar negara dengan hutan dan %dan

hubungan aniara individu (perseorangan) dengan hutan dan ]\ehutanan

lhid
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-4 -Tt(;lapﬂf
Ada tiga unsur tercantum dalan usan hukum kehutanan, yartu : (1) adanya

—_—

Kaidah hukuim kehutanan, baik vang tertulis maupun vang tidak tertulis, (2) mengatur

tiubungan antar negars dengan hutan dan kehutanan, dan (3) mengatur hubungan
———— - o — - — y - Fb i, S S

—

e

antara individu {perscorangan) dengan hutan dan kehutanan.

Hukum kehutanan tertuhis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh

e i —

lembaga vang berwenang untuk its—waag mengatur  hal-hal vang berkaitan dedngan
ga yang beny R_ITH—SaRE g

= —————

hutan dan kehutanan Hukum kehutanan tertulis ini dapat dilihat di dalam peraturan
— N ————— S ———

perundang-undangan. baik vang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda
T i — I i —

maupun vang ditetepkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR .setak

Bangsa Indonesia Merdeka. Misalnva, Undang-undang Nomor 41 Tahun
T ——— ————e . . —

1999 tentang Kehutanan, Undang-undang ini hanva berisi ketentuan vang bersifat

PokoK saju. sedangkan hal-hal vang lebih rinci diatur dan dituangkan dalam peraturan

PR —

yang lebih rendah.

Hukum kehutanan tidak tertulis atau disebut juga hukum adat, mengenai hutan
adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dalam
masyarakat setempat. Jadi sifatnya lokal.

Hal-hal yang mengatur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah :

l. Hak membuka tanah dihutan ;

2, Haignlgk_rpg:nebgng Kayu ;

3. Hak memungut hasil hutan ;

A L - , o {
4. Hak untuk mengembalakan ternak, dan sebagainya
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W‘/M

{)1 berbagar dacrah hak-hak tersebut diatur 0th desa, dan dahulu hak-hak 1tu

et
=<

dikuasar oleh raja, serta Kint dikuasat oleh negara. Penggunaan hok-hak adat itu diatur
sedemikian rupa, den tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bangsa dan
negara. Apabila nesara menghendakl penguasaannya, hak-hak rakyat atas hutan
tersebut harus mengalah demt kepentingan vang lebih besar. Penguasaaan negara ini

semata-mata  untuk mengatur dan merencanakan  hutan  guna  meningkatkan

Hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan erat Faitanrya dengan
Kedudukan negara sebagai organisast tertinggi yang mempunyal wewenang untuk
micncetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukkan, dan penggunaan hutan sesuai
dengan {ungsinva, serta mengatur pengurusan hutan dalam arti luas.

ttibungan antara individu {perseorangan) deengan hutan dan kehutanan

rempunvar hubungan vang sangat erat. Karena individu (perseorangan) tersebut
felah mengusahakan tanah miliknya untuk menanam Kayu mempunyai nilai ekonomi
tinggi, schingga pengurusan dan pemanfaatannya diatur yang bersangkutzn. Namun
demikian, individu tcrs;but harus membayar kewajiban kepada negara, seperti
membayar biaya pengujian, dan luran Hasil Hutan (IHH).

Hukum kehutanan mempunvai sifat khusus (lex specialis) karena hukum
rehutanan ini hanya mengatur hal-hal vang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.
Apabila ada peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur materi yang
bersangkutan dengan hutan dan kehutanan maka dibetlakukan lebih dahulu adalah

hubum kehutanan, Olel o fl bl
UNIVERSITAS MEDAIII\IHAREAl karena (tu, hukum kehutanan disebut sebagai lex specialis.
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A

dan penvakit {tihat Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Jo. Pasal 5

aturan Pemeriniah Nomor 7 Tahun 1990)

97
3

dikenal juga asas vang lain, yaitu asas
ceolabelling dan asas hutan berkelanjutan (sustainable forrest). Asas ecolabelling
adatah suatu asas dimana semua Kavu tropis vang dijual harus berasal dari hutan

testari mielalul mekanisme pelabelan. Asas i duntrodusir pertama kali oleh Austria

Asas hutan kelanjutan (susicinuble forrest) adalah suatu asas dimana setiap
negara  dapat mengelola  secara  berkelanjutan  dan  meningkatkan  kerjasama
internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan.

Asas i dikumandangkan dalam konferensi PBB untuk Lingkungan dan
Pembangunan (UNCED) di Rio de Jeneiro, Brazil, awal Juni 1992 dan pada
prinsispnva sctian negara perserta konferens: harus melaksanakan sezala 151 kouvensi
dan kesepakatan secara konsckuen.

Dalam bidang kehutanan (Bab 14 Hutan) ada sepuluh yang harus

dilaksanakan olch setiap negara, yaitu -

I M@yediakan wilayah permanen untuk hutan dan hutan modifikasi di
setiap negara dan mengelolanya sedemikian agar memenuhi kebutuhan
semua sektor masyarakat ;

Menyelenggarakan sistem hutan cagar alam yang komprehensif

Menyelenggarakan dan mempertahankan daerah hutan modifikasi yang
permanen ;

4. Menambah luas hutan buatan :

: J‘vicnn_lgk-atkan kapasitas nasional untux mengelola huian secara
serkelanjutan, }
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6. Menggalakkan keterlibatan masyarakat dalam pengelola hutan ;

7 Mecluaskan upaya cl startkan sumber-sumber daya genetik hutan ;

3. Menciptakan pasar bagi produk hutan dari sumber yang dikelola secara
berketanjutan dan menggunakan kavu secara efisien

¢ Memanfaatkan harga dasar untuk mc.x.ﬂd\srkan harga kavu vyang

\u

et

d
sesu i.?‘:Uﬂi.\.l

10, Menaikkan Kapasitas  ncgara-negara  berpenghasilan  rendah  untuk
mengelola hutan secara berkelanjutan dan meningkatkan kerja sama
internasional dalam pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan
(Bumit Wahana, 1993 : 204-205).

Pemerintah Indonesia menjabarkan prinsip sustainable forrest itu dalam

program keja Departemien Kehutanan.

D. Hubungan antara Negara dengzn Hutan

D1 dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-undang Dasar 1945 disebutkan
bahwa = b dr air kekayaan alam yang erkandung di dalamnya dikuasai oleh
negara . dain o dipergunakan unluk - sebesar-hesarnya - kemakmuran  rakyat.
Perekonomian nasiczal diselengaarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan
prinsip kebersamaan, efistensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
Kemandirian, serta dengan menjuga keseimbangan kemajucn dan kesatuan ckonomi
nasional. ‘

Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang
mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik. Hak negara dalam

\

bidang kehutanan adalah berwenang untuk :
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aAB I

TINJAUAN UMUSN DAN KERUSAKAN HUTAN

A. Pengertian Perusakan Hutan

[stilah kerusakan hutan vang dimuat berbagai peraturan perundang-undangan
bidang kehutanan yang berlaku, ditafsirkan bahwa perusakan hutan mengandung
pengertian vang bersifat dualisme. Disatu sisi, perusakan hutan yang berdampak
negarit” dan memperoleh persetujuan pemerintah tidak dapat dikategorikan sebagai
vang melawan hukum. Di sisi lain, perusakan hutan yang berdampak neganf
mecrugikan) adalah suatu tindakan nvata melawan hukum dan bertentangan dengan
xebijaksanaan/tanpa adanva persetujuan pemerintah.

Rusak berarti @ “sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi sebagaimana fungsi
sehenarnya, dengan rusaknva lingkungan mengandung makna bahwa lingkungan itu
makin berkurang keguicinya atau imendekati kepunahan bahkan kemungkinan sudah
punah cama sekali.”™

Kerusakan hutan dapat menimbulkan dampak yang bersifat positif dan negatif
dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dia antara sifat negatifnya
digolongkan sebagai tindakan melawan hukum, di samping itu digolongkan pula

sebagai tindakan yang bertentangan dengan undang-undang.

Berbagai faktor penyebab timbulnya kerusakan hutan diantaranya yaitu :

TR TN 2 :
P Joko Subuageyvo, Hukum Lingkurnern Masalah dan Penanggulangannya. Reneka Tjipta,
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[

pariwisata dan/atau wisata baru. Penunjukan hutan lindung, hutan produksi,
hutan suaka alam, dan hutan wisata dilaksanakan oleh Menter1 Kehutanan.
Rencana penataan hutan merupakan rencana yang memuat kegiatan untuk
penvusunan rencana karva pengurusan  hutan selama jangka waktu tertentu
(Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970). Rencana
penataan hutan (RPH) memuat kegiatan-kegiatan guna penyusunan rencana
xarva untuk jangka waktu tertentu, yang meliputi penentuan batas-batas hutan
vang akan didata ; pembagian hutan dampak petak-petak kerja; perisalahan
hutan: pembukaan wilayah hutan ; pengumpulan bahan-bahan lainnya untuk
penvusunan rencana Karva : serta pengukuran dan penataan hutan (Pasal 9 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970). Hutan lindung, hutan produkst,
nutan suaka alam dan hutan wisata wajib untuk didata dan dibuat rencana
Larvanya. Untuk dapat merencanakan survei dan investarisasi dilakukan dahulu
terhadap hutan vang direncanakan. [nvenstarisasi dilakukan dengan survei
mengenal kegdaan fisik daerah, alam flora dan fauna dari <zluruh hutan, serta
sosial masyarakat didalam dan sekitarnya.

Pengurusan Hutan

N ) .
Disamping untuk merencanakan hutan, negara juga berwenang untuk

nengatur pengurusan hutan. Pengurusan hutan diatur dalam Pasal 9 sampai 12

undang-undang Nomor 41 Tahun 1999

oy, 11 vy s {
Pada hakikatnya tujuan pengurusan hutan dalam arti luas adalah unutk

‘ﬁﬁ‘ﬁfﬁﬁgiﬂg‘%ﬁaﬁgﬂwﬁgg\sch:mr—bcsamya, secara serba guna dan lestari, baik
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fangsung maupun tidak langsung dalam rangka membangun masyarakat Indonesic

vang adil dan makmur berdasackan Pancasiia.
*h negara dalam bidang kehutanan meliputi

Keeratan- nu’taluﬂ vang diurus oleh n cgara

(1) mengatur dan melaksanakan perlindungan, pengukuhan, penataan, membina dan

mengurus hutan suaka alam dan hutan
wisata  serta membina  margasatwa  dan  pemburuan, (3) menyelenggarakan
inventarisasi hutan, dan (4) melaksanakan penelitian tentang hutan dan hasil hutan
serta mantaatnva. serta penelitian sosial ekonomi dari rakyat yang hidup di dalam
dan di sekitar hutan (Pasai 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999).

Untuk  menjamin  terselenggaranya pengurusan hutan negara dibentuk
kesatuan Pemangkuan Hutan dan Kesatuan Pengusahaan Hutan. Di samping itu,
Pemerintah  Pusat  dapat  mendelesasikan  sebagian wewenany dalam bidang
kehutanan kepada daerah Tingkat ! Hal ini dimaksudkan supaya pergurusan hutan
dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya guna mendapatkan hutan vang sebesar-
besarnya,

2. Mencntukan dan Mengatur Hubungan Hukum antara Suhjek Hukum

dengan Hutan, dan Perbuatan-perbuatan Mengenai Hukum.

Kewenangan lain dari neg

=
=

ara dalam bidang kehutanan adalah mengatur
hubungan hukum antara subjek hukum dengan hutan, dan perbuatan-perbuatan
mengenai hutan.

< 1y Fay o
Kewenangan negara dalam m: engatur hubungan hukum antara subjek hukum

SRIVERSTASMEDARARER! keitannya dengan kewenangan negara c.q Menteri
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lingkungan dan peran serta masarakat untuk meujudkan lingkungan yang sehat dan
lestart.
KASUS PT SEMAKU JAYA SAKTI SEBUAH BUMD MILIK KAB
BENGKULYU SELATAN, MEMBABAT TAMAN NASIONAL BUKIT
BARISAN SELATAN ( TNBBS) DIBENGKULU SELATAN. OUT CONTROL
DARI PEMBERIK\LAKUAN OTONOMI DAERAH.

Kasusl [[legal Togeing oleh BUMD PT. Semaku Jaya Sakti
Februari 2002, dalam sebuah investigasi yang dilakukan Ulayat di TNBBS dan
sekitarnya, ditentukan berapa bvukti dan fakta lapangan tentang pelangaran yang
dilakukan olek  sebuak perusahaan yang jelas melakukan penebangan didalam
kawasan TNBBS berdasarkan bukti GPS, foto dan Rekaman Video saat itu.

Berdasarkan hasil investigasi Lapangan dan meja tersebut, jelas  bahwa
Semaku dan Mitra kerjanya terbukti melakukan penebangan di dalam TNBBS,
sekaligus menyalahi izin konsesi, karena ketika ity mereka sama sekali tidak
melakukan penebangan danpemungutan  kayu dikonsesi yang sudah ditetapkan
dalam izin yang dikantongi . Berdasarkan pengamatan Ulayat langsung dilapangan
waktu itu memeng wilayah'konseksi semaku yang seharusnya, tidaklah lagi memiliki
potensi kayu yang baik atau standat Jual, karena hanya ményisakan tekanan muda,
tegakan tak berkelas dan rebahhan kayu yang terbakar hasil pembukaan lahan untuk
perkebunan oleh masyarakat setempat/ pendatang

Gencarnya pemberitaan dimedia lokal dan nasional dan besarnya tekanan

vang dilakukan oleh ulayat dan mitra terhadap kasusini, akhirnya mendapatkan
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Yang dimaksud tanah hutan ialah, bidang tanah atau lapangan yang terletak
di dalam kawasan hutan baik yang ditumbuhi poon-pohon maupun tidak terdapat di
pohon potionan.

Yang dimaksud dengan hasi/ hutan adalah, segala hasii-hasil yang berasal
dari hutan, berupa tumbuhan (flora) dan satwa (fauna). Hasil hutan yané berupa
tumbuhan misalnya, batang kayu, ranting kayu, rotan, bambu, pohon sagu, pohon
aren, rumputan, bunga, da,ar, minyak kayu, getah kayu daa jenis tumbuhan lain.
Hasil hutan berupa satwa misalnya pada : hewan jenis mamalia, jenis aves, jenis
Jelata, jenis serangga, jenis ikan dan coral. Baik satwa maupun tumbuhan memiliki
spesifikasi dan keunikan schingga berbagai spesies di antaranya dilindungi dan
dijaga dari bahaya kepunahan.

Bentuk penyerobotan hutan khusunya perambahan hutan dan pendudukan
tanah kawasan hutan diantaranya sebagai berikut :

I. Tanah hutan telah diduduki dar dikerjakan sejak dahulu kala secara turun-
temurun. Mereka bermukim dan mencari snmber kehidupan sekeluarga di dalam
hutan.

2. Tanah hutan dikuasai dan dike‘rjaka‘n sebelum berlékunya penetapan kawasan
hutan negara, akan tetapi pemukiman belum dipindahkan dan memperoleh tanah
pengganti kerugian.

3. Kawasan hutan dikuasai dan dikerjakan sesudah berlakunya penetapan status akan
tetapi tanda batas permanen hutan itu tidak ada, tidak jelas atau dipindahkan dari
posisi semula.
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Dalam hal tertentu untuk berbagai kasus penebangan liar di dalam kawasan
hutan, unsur kesengajaan merupakan rangkaian kesatuan tindakan' untuk
menyelesaikan suatu tujuan. Akan tetapi, berdasarkan suatu pertimbangan hukum
dan fakta yang diperolen bahwa tersangka pelaku melakukan tindak pidana hukum
dan fakta yang diperoleh bahwa tersangka pelaku melakukan tindak pidana karena
adanya otak pelaku tindak pidana. Karena itu unsur pemberatan prdana wajar di
kenakan bagi tersangka yang menyusuh melakukan tindak pidana kejahatan
perebangan har di kawasan hutan.

3. Pencurian Hasil Hutan

Perbuatan pencurian dalam arti umum dapat dipidana. Sebagaimana dimuat di
dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana meliputi unsui/anasir sebagai
berikut :

. Setiap orang yang mengambil keputusan sesuatu barang

£

b. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

. Ditkuti dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum

(¢}

| Dalam peniberatan unsur perbuatan pencurian’di dalam Pasal 362 KU_HP'
dikenakan apabila, pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara
bersekutu. Hal ini juga berlaku untuk badan hukum, karena hukum dipersamakan
kedudukannya dengan orang, selaku subjek hukum. Bahwa keberadaan suatu badan

hukum, tujuan dan kepentingannya diurus melalui orang yang di tunjuk sebagai

wakil/pengurus badan hukum tersebut.
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Hasil hutan, sebagaimana ditetapkan berada secara keseluruhan di bawah
penguasuan dan pengawasan negara. Negara vang diwakili pemerintah selaku
pemilik hasil hutan dapat dilakukan tuntutan hukum terhadap pelaku pencurian hasil
hutan. Selain pengenaan pasal 362 KUHP, terdapat ketentuan pidana khusus di luar
{UHP yakni diatur dit dalam pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 14 ayat {1} PP Nomor 28
tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.

Sekalipun di dalam muatan Pasal PP No. 28 tahun 1985 tidak dirumuskan
dengan tegas perbuatan pencurian hasil hutan, akan tetapi pasal vang terkait dengan
perbuatan pencurian hasil hutan itu, dapat diidentiftkasikan serupa apabila :

~ Tertangkap tangan petugas kehutanan membawa alat pemotong kayu, atau
membawa alat yang lazim digunakan untuk mencbang kayu di kawasan
hutan.
~ Tidak memiliki surat-surat Xeterangan mengenai sahnya hasil hutan yang
diambil atau diangkut dari kawsan hutan.
Jenis-jenis pencurian hasil hutan dibagi ke dalam dua bagian yaitu :
~ Hasil hutan bérbentuk kayu bulat
» Hasil hutan dari kayu dan non kayu termasuk satwa dan bunga dari hutan

Dari dua pokok keutamaan hasil hutan, terbagi lagi pada kelompok jenis-jenis
kayu tebangan dan jenis kayu yang tidak boleh ditebang/dilindungi. Pada jenis ini
terdapat jenis komersil dan jenis langka atau dilindungi.

Prosedur penuntutan pidana bagi pelaku perbuatan terhadap semua jenis

pencurian hasil hutan, digolongkan dalam kesatuan jenis pencurian. Dalam praktek
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BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulam

1.

Usaha menanggulangi akibat tersebut maka usaha-usaha harus dilaksanakan oleh
pemegang HPH sehingga perubahan kompone menjadi seminimal mungkin.
Kebakaran hutan dan lahan vang diakibatkan manusia baik langsung atau tidak
kerusakan pada pohon, tanah, microclimat dan

langsung dapat mengakibatkan

margasatwa.

2. Langka-langkah gugatan terhadap pengrusakan lingkungan dapat dilakukan
dengan tiga cara, yattu :
a. Jalur luas pengadilan
b. Jalur pengadilan
c. Gugatan perwakilan

3; Tanggung jawab perdaté atau tanggung gugat perdata perusahaan HPH tidak
diatur secara khusus, namun tanggung jawab perdata ini diatur dalam Pasal 1365
Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 20 Undang-undang Nomor 4
tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup, yakni adanya
kewajiban pengusaha HPH untuk menggant! kerugian
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